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ABSTRAK

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh  pemerintah  dan
masyarakat.Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik dalam negeri
maupun luar negeri.Penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial.
Pajak hotel Kota Denpasar merupakan pajak yang paling besar penerimaannya dibandingkan
pajak-pajak yang lainnya.Untuk pajak hotel di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011.Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data
analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang didahului oleh uji asumsi
klasik, yang diolah menggunakan program SPSS for windows versi 15.0.Berdasarkan hasil
analisis, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh pada
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar
dengan nilai tywng Masing-masing sebesar 3,043; 3,365 dan 3,755 serta memiliki nilai
signifikansi masing-masing sebesar 0,003;0,001 dan 0,000.

Kata Kunci: faktor-faktor kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

National development is essentially organized by the government and society. In need of
financing the construction of national development both domestically and abroad.The results
of tax revenue in the country is a source of government funding to improve the welfare and
prosperity and to tackle social problems. Tax hotel in Denpasar city is the biggest tax revenues
than other taxes. To tax in Denpasar Regional Regulation No. 5 Denpasar 2011. In this study
using descriptive statistical analysis of the data analysis and multiple linear regression
analyzes were preceded by the classical assumption , which is processed using SPSS for
Windows version 15.0. Based on the analysis, quality of service, moral obligation and
sanction tax effect on tax compliance in paying taxes in the Revenue Service Denpasar tcount
respectively 3.043, 3.365 and 3.755, as well as having significant value respectively 0.003,
0.001 and 0,000.

Keywords:tax compliance factors
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PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama
dengan pemerintah. Dalam pembangunan nasional perlu pembiayaan pembangunan baik
dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari dalam negeri harus terus ditingkatkan dan
digali untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini
terus meningkatkan upaya untuk menggali penerimaan dalam negeri dari sektor pajak karena
sektor pajak merupakan penerimaanyang sangat potensial untuk terus digali, dimana hasil
dari penerimaan pajak dalam negeri merupakan sumber pendanaan pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial, melihat
hal tersebut dibutuhkan penerimaan pajak yang cukup besar untuk pendanaan
dalammelaksanakan tanggung jawab negara(Rusydi,2009).Semakin besar penerimaan pajak
yang diterima maka semakim besar pendapatan yang didapat oleh suatu negara
(Alim,2005).Di Kota Denpasar pajak hotel merupakan pajak yang paling besar
penerimaannya dibandingkan pajak-pajak yang lainnya, hasil dari penerimaan pajak tersebut
digunakan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk untuk membiayai dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat di Kota Denpasar. Pajak hotel untuk Kota Denpasar diatur
dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2011. Apabila peraturan perpajakan dibuat
sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan dapat dilaksanakan
dengan efektif dan efisien (Suryadi,2006).Penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota
Denpasar masih dapat terus digali dan ditingkatkan untuk menambah penerimaan pajak
daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi
perpajakan.Pada Tabel 1. disajikan jumlah hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota

Denpasar.

208



ISSN: 2302-8556
E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014): 207-222

Tabel 1.
Perkembangan Pendaftaran Hotel Pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar
Tahun 2008- 2012 (Dalam Unit)

Kategori
Tahun Hotel Villa Hotel Pondok Jumlah
Berbintang Melati Wisata
2008 26 33 157 41 257
2009 26 35 164 45 270
2010 26 40 179 55 300
2011 26 41 186 67 320
2012 26 44 199 73 342

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 1. jumlah hotel di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan.
Hal ini disebabkan oleh tingginya perkembangan disektor pariwisata dan tingginya jumlah
kunjungan wisatawan, serta banyaknya peran pengusaha dan investor yang melakukan bisnis
di bidang perhotelan. Hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak hotel
namun tidak semua wajib pajak hotel patuh membayar pajak hotelnya dengan tepat
waktu.Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Martin (2010), kepatuhan pajak adalah
suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis
kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan
kepatuhan dalam melaporkan.Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap
kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma(Lederman,2003). Kepatuhan pajak yang tidak
meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Gerald,2009). Pengertian kepatuhan pajak menurut (James,2004), yaitu wajib
pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar pajak berdasarkan
peraturan yang berlaku.Masih rendahnya kewajiban moral wajib pajak hotel dapat dilihat
adanya tunggakan yang cukup besar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Pada Tabel 1.2

disajikan jumlah tunggakan dan denda pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
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Tabel 2.
Tunggakan Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar Tahun 2008-2012
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun Tunggakan
2008 330.847.759
2009 329.123.507
2010 18.849.082
2011 355.435.716
2012 532.407.934

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 2 tunggakan pajak hotel di Kota Denpasar mengalami
peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan 2012, peningkatan ini mengindikasikan semakin
menurunnya kewajiban moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hotel.
Tahun 2010 terjadi penurunan tunggakan sebesar Rp. 310.274.425. Pada tahun 2011
dantahun 2012 kembali terjadi kenaikan tunggakan yang cukup besar. Besarnya tunggakan
pajak hotel ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda
perekonomian Indonesia. Melihat tunggakan pajak diatas menandakan bahwa wajib pajak
masih belum patuh akan kewajibannya membayar pajak hotel yang dikelola. Menurut Torgler
(2005) salah satu masalah yang besar dan serius bagi para pembuat dan pengamat kebijakan
ekonomi adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam wajib pajak dapat
dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan pajak dimana wajib pajak
mengajukan dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
(Devos,2009).

Untuk mengatasi tunggakan pajak yang setiap tahun meningkat diperlukan kualitas
pelayanan, kewajiban moral dari wajib pajak dan sanksi perpajakan yang dibuat dari
pemerintah Kota Denpasar. Kualitas pelayanan yang baik tehadap wajib pajak merupakan

cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban
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perpajakannya.Kualitas secara sederhana adalah suatu kondisi yang dinamis dan berhubungan
dengan jasa manusia, proses,produk, dan lingkungan yang memenuhi dari harapan
sesorang/pihak yang menginginkannya(Supadmi,2009:217).Menurut  Burhanudin(2009)
kualitaspelayanan merupakan sikap atau pertimbangan global tentang pengertian keuangan
terhadap suatu pelayanan.

Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan
oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyediaan
layanan (Cronin,1992).Pelayananterjadi melalui interaksi manusia, kontak antaralayanan
pelanggan dengan karyawan selama pelayananberlangsung sangat menentukan tingkat
kualitaspelayanan yang disampaikan kepada pelanggan (MuchtarHidayat,2010). Selain itu
harapan dan keinginan masyarakat selaku wajib pajak harus sesuai dengan standar yang telah
ditentukan agar terciptanya rasa puas dari masyarakat/wajib pajak (Parasuraman,1985).

Kualitas pelayanan menurut Chen and Tan (2004) dalam Ussahawanichakit (2008)
merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan oleh pelanggan dengan apa yang
diperolehnya.Pelanggan umumya memerlukan produk barang atau jasa yang dapat diterima
dan dinikmati dengan pelayanan yang baik dan memuaskan (Wiyono,2006).Setiap organisasi
atau perusahaan berusaha memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan
memperbaiki kualitas pelayanan (Jaman, 2009).Jika pelanggan puas dengan pelayanan dan
kinerja yang ditawarkan oleh organisasi, maka pelanggan akan membalas dengan
memberikan penilaian yang tinggi (Purwanto, 2004).Menurut Parasuraman dalam Tjiptono
(2002) ada Lima dimensi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan adalah
bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang
kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajsen,2002).Menurut Wenzel (2005) moral

wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib
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pajak. Kewajiban moral yanglebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat
kepatuhanya (Ho, 2009).

Selain kualitas pelayanan dan keajiban moral dari wajib pajak diperlukan juga sanksi
perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan alat untuk
mencegah wajib pajak melanggar peraturan pajak dimana sanksi pepajakan bisa
dituruti/ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak(Mardiasmo,2009:47).Sanksi perpajakan yang
dikenakan kepada pelanggar dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Menurut Ali et al (2001) sanksi perpajakan dan audit adalah suatu kebijakan yang efektif
untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, masih banyak terdapat
wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut mendorong
kita untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai
pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan dapat
dibenahi.Sanksi yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak
untuk lebih patuh (Wahyu,2008).

Dinas PendapatanKota Denpasar merupakan instansi pemerintah yang melakukan
pelayanan perpajakan, di instansi ini para wajib pajak hotel membayar kewajibannya sebagai
wajib pajak. Di Kota Denpasar sudah menerapkan self assesment system, dimana pelanggan
atau wajib pajak mengurus dan memperhitungkan pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

Anjarini (2012) mengatakan bahwaself assesment system selama ini dalam prinsipnya
telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah
tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan.Dianutnya self assessment system membawa misi
dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) yang terjadi di warga masyarakat untuk
membayar pajak dengan sukarela (Voluntary complience)(Darmayanti,2004). Tapi tingkat

kepatuhan wajib pajak di indonesia masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya
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penerimaan pajak dan banyaknya tunggakan wajib pajak. Kesadaranyang tinggi dari wajib
pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Riahi,2004).Kepatuhan
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu di ditingkatkan demi terciptanya
target pajak yang diinginkan (Doran,2009).Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak
maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery Setiawan, 2011).
Berdasarkan landasan teori hasil penelitian sebelumnya diatas maka hipotesis
penelitian ini sebagai berikut.
H; : Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
H, : Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
Hs : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitiandilakukan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar yang berkedudukan di Jalan
Letda Tantular No. 12 Denpasar. Alasan memilih Dinas Pendapatan Kota Denpasar karena
kantor ini merupakan tempat pelayanan danpembayaran pajak hotel Daerah Kota Denpasar,
jumlah hotel di Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kualitas Pelayanan dalam penelitian ini dinyatakan dalam 5 dimensi Bukti Langsung,
Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Empati.

Seseorang dalam dirinya memiliki kewajiban moral, seperti etika, prinsip hidup,
perasaan bersalahmelaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarelayang dapat dikaitkan

dengan pemenuhan kewajiban perpajakan khusus wajib pajak hotel.
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Sanksi perpajakan adalah tindakan dan hukuman untuk memaksa wajib pajak menaati
ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan
kepada pelanggarnya berupa sanksi adminitrasi maupun sanksi pidana.

Kamus Umum Bahasa Indonesia (Devano,2006:110) kepatuhan berarti patuh atau
tundukkepada aturan.

Responden penelitian ini adalah minimal karyawan hotel atau staf accounting dan
pajak yang bekerja di hotel tersebut dengan masa kerja minimal 1 tahun, karena wajib pajak
ini yang dapat menikmati pelayanan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tersebut.

Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2007:115). Populasi penelitian ini wajib
pajak hotel yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Sampel merupakan jumlah dan karakteristik yang dalam populasi tersebut
(Sugiyono,2007:116). Metode aksidental sampling digunakan dalam penelitian ini. Menurut
Sugiyono (2008:122) aksidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan
kebetulan bila orang yang kebetulan ditemui dipandang cocok sebagai sumber data.

Kriteria responden penelitian ini adalah seluruh wajib pajak hotel di Kota Denpasar.
Penelitian ini menggunakan sampel seratus wajib pajak hotel. Jumlah seratus wajib pajak

hotel dalam sampel diperoleh dari hasil rumus Slovin (Husein, 2008:78) :

n = Jumlah anggota sampel
N = Jumlah anggota populasi
e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel :
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n=__ %2
(1+342(01)°)

n =99,70

n =100 (dibulatkan)

HASIL DANPEMBAHASAN
Wajib pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar sebesar 342 wajib pajak. Data
dalam penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yangdisebarkan kepada 100
responden.Karakteristik dari responden yang diteliti meliputi jenis kelamin, umur, dan tingkat
pendidikan. Untuk mengetahui proporsi wajib pajak hotel Laki-Laki dan Perempuandalam
memenuhi kewajiban perpajakannya jenis kelamin dapat sebagai acuan penelitian
ini.Sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 71 orang (71%)
dan 29 orang responden (29%) perempuan.Umur responden menggambarkan tingkat
kedewasaan atau pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan.yang menjadi
responden dengan jumlah tertinggi yaitu golongan umur 45 sampai dengan 49 tahun
sebanyak 22 orang responden (22%) dan jumlah yang terendah yaitu golongan umur 60-64
tahun sebanyak 1 orang responden (1%). Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan
intelektualitas yang dimiliki oleh responden dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang
dimiliki oleh masing-masing responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1
merupakan responden dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 41 orang responden (41%).
Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan nilai minimumvariabel kualitas
pelayanan sebesar 36, nilai maksimum sebesar 72dan rata-rata sebesar 54,77.Deviasi standar
kualitas pelayanan7,889. Berdasarkan hasil analisis deskriptifperbedaan nilai kualitas
pelayanan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya7,889. Berdasarkan hasil analisis deskriptif,
variabel kewajiban moral mempunyai nilai minimum 5, nilai maksimum 16, rata-rata 13,39,

dandeviasi standar 1,994.Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai minimum 9, nilai
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maksimum 20, rata-rata 16,24dan deviasi standar 2,892. Variabel kepatuhan wajib pajak
mempunyai nilai minimum 9, nilai maksimum 20, rata-rata 16,24, dandeviasi standar 2,896.

Dalam menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total
skor sehingga didapat nilai Pearson Correlationdilakukan dengan uji validitas.Nilai Pearson
Correlation untuk masing-masing butir pertanyaan kualitas pelayanan berkisar antara 0,840
sampai 0,969. Hasil uji validitas instrument untuk kewajiban moral berkisar antara 0,793
sampai 0,856. Nilai Pearson Correlation untuk masing-masing butir pertanyaan sanksi
perpajakan berkisar antara 0,684 sampai 0,833 dan untuk masing-masing butir pertanyaan
kepatuhan wajib pajak berkisar antara 0,811 sampai 0,858. Semua nilai Pearson Correlation
untuk masing-masing butir pertanyaan kualitas pelayanan,kewajiban moral,sanksi
perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, vyaitu
menunjukkan nilai di atas 0,30. Berdasarkan hal tersebut berarti butir dari masing-masing
pertanyaan dalam penelitian ini valid.

Pengujian yang dilakukan untuk memenuhi ketepatan dari jawaban kuesioner
adalahuji reliabilitas. Instrument yang digunakan disebut reliabel jika koefisien Cronbach
Alpha > 0,60.Cronbach Alpha variabel kualitas pelayanan adalah 0,956.Cronbach Alpha
variabelkewajiban moral adalah 0,854.Cronbach Alpha variabel sanksi perpajakan adalah
0,882.Nilai Cronbach Alpha variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,887.Hasil uji reliabilitas
menunjukkan bahwa Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan hal tersebut berarti instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas merupakan bagian dari
uji asumsi klasik. Hasil dari uji asumsi klasik yang diolah dengan bantuan program SPSS

15.0 for windows.
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Tabel 3.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Keterangan Indikator
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Z 0,769
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,595
Uji Multikolonieritas Tolerance X; 0,579
Tolerance X; 0,352
Tolerance X3 0,383
VIFX; 1,727
VIFX, 2,840
VIFX3 2,611
Uji Heteroskedastisitas Sig. X3 0.534
Sig. X; 0,238
Sig. X3 0,259

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS

Hasil dari uji normalitas pada Tabel 3 menunjukkan nilai Sig (2-Tailed) adalah 0,595
dengan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,769. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai
Sig (2-Tailed) (0,595) > dari Level of Significant (0,05), dari hasil tersebut dapat
disimpulkanvariabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan dan kepatuhan
wajib pajak berdistribusi normal.

Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 3 menunjukkan kualitas pelayanan, kewajiban
moral dan sanksi perpajakan mempunyai nilai VIF di bawah 10 dan nilai Tolerance diatas
0,10. Ini berarti tidak terjadi multikolinearitas kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi
perpajakan.

Hasil pengujian heteroskedastisitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi variabel bebas kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakanlebih
dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan dalam model

regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Variabel Bebas Koefisien | Standard t- Sig.
Terikat Regresi Error hitung
Kepatuhan | Kualitas Pelayanan (X;)| 0,234 0,077 3,043 | 0,003
Wajib Pajak | KewajibanMoral (X2) 0,332 0,099 3,365 | 0,001
(YY) SanksiPerpajakan(Xs) 0,356 0,095 3,755 | 0,000
Constant =2,01783410 F-Hitung = 65,135
Adjusted R Square = 0,660 Sig = 0,000
Keterangan Tabel:
a = Intersep/konstanta =2,01783410
B1 =Koefisien Regresi dari variabel kualitas pelayanan =0,234
B2 = Koefisien Regresi dari variabel kewajiban moral =0,332
Bs = Koefisien Regresi dari variabel sanksi perpajakan = 0,356

Persamaan garis linear bergandanya adalah:

Y=2,01783410 + 0,234+ 0,332+ 0,356+ LLuvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 2)
Persamaan dari regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta2,01783410 menunjukan bahwa tingkat kepatuhan sebesar2,01783410
apabila nilai kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan adalah nol (0).Nilai
koefisien regresi kualitas pelayanan (X;) = 0,234.Berdasarkan pernyataan diatas berarti
kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.Nilai koefisien regresi kewajiban moral (X;) =
0,332Dalam hal iniberarti bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Nilai koefisien
regresi sanksi perpajakan (X3) = 0,356.Berdasarkan pernyataan diatas berartisanksi
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di
Dinas Pendapatan Kota Denpasar

Berdasarkan hasil olahan program SPSS versi 15.0 for windows, dapat dilihat nilai
Fhitung Sebesar 65,135 dengan tingkat signifikansi 0,000.Model regresi dapat digunakan untuk

memprediksi kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan berpengaruh pada
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kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar
karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka.

Nilai thiung (3,043) > teanel (1,98) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003<a=0,025,
Ho ditolak dan H; diterima. Berarti variabel kualitas pelayanan (X;) berpengaruh positif dan
signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan
Kota Denpasar.Nilai thiwng (3,365) > tiane (1,98) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001<a =
0,025, Hy ditolak dan H; diterima.Berarti variabel kewajiban moral( X, ) berpengaruh positif
dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan
Kota Denpasar.Nilai thiung (3,755) > twper (1,98) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000
yang lebih kecil dari o = 0,025, maka Ho ditolak dan H; diterima.Berartivariabelsanksi
perpajakan(Xs)berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwakualitas
pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan
signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel di Dinas
Pendapatan Kota Denpasar.

Dinas Pendapatan Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan kualitas
pelayanannya agar wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diterima pada saat
membayar pajak hotel. Kepuasan yang dirasakan wajib pajak atas pelayanan yang diterima
dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam
melakukan kewajiban perpajakannya yang akan dapat meningkatkan penerimaan negara di
sektor perpajakan khususnya pajak hotel.Wajib pajak diharapkan lebih menyadari pentingnya
pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak bisa meningkatkan

kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajibannya
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dalam membayar pajak.Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran serta pemerintah
sebagai pengelola keuangan negara maupun daerah yang salah satunya berasal dari sektor
pajak agar lebih jujur dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga wajib pajak dapat
merasakan bahwa hasil pembayaran pajak mereka tidak disalahgunakan.Pemerintah Kota
Denpasar diharapkan dapat menjaga pengenaan sanksi pajak bagi wajib pajak yang
melakukan pelanggaran agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat selaku wajib pajak,
agar masyarakat selaku wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar
pajak hotel dapat segera ditindak. Kemudian untuk peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan
mampu untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan
pembayaran pajak hotel selain kualitas pelayanan,kewajiban moral dan sanksi
perpajakan.Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan variabel independen
lain seperti tingkat penghasilan wajib pajak, tarif pajak, biaya kepatuhan dan tanggung jawab

moral.
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